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ABSTRAK

Permasalaban dalam penelitian ini adalah bahwa dalam transparansi pengelolaan
anggaran tidak ada yang discmbunyikan, terbuka tanpa tabir yang dirahasiskan serta sifamya
lidak hanya sekedar formalitas. Tujuan dan penelitian ini adalah menjelaskan manajemen
kenangan dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan dan faktor-faklor yang mempengaruhi
implementasinya di Kabupaten Pontianak. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama,
kebijakan penerapan manajemen keuangan dan akuntabilitas tidek mengalami kendala
berarti. Tapi dalam kosus APBD pelaksanaan prinsipzl yaitu transparansi, akuntebilitas dan
efisien tidak optimal, Kedua: faktor yang herpengaruh terhadap pelaksaraan prinsip APBD
adalah komunikasi, tiduk ada perintah untuk menghapus lebih dnet, faktor sumber daya yang
kurang f{asilitas dari aplikaxi perangkat lunsk komputer, dan faktor struktur birokrasi yang
panjang menyebabkan pencairan dana kurangnya langar disamping itu dan Penpawas kurang
objektiv dan independen dalam memberikan pemiaian,

Kata kunci: Implementasi, Transfaransi, Pengelolaan kevangan daerah.
ABSTRACT

The purpase of this study Is to explain the financial management and accoumtability
of fincmeiol performance md the factors that influence it implementation i Pontianak
regency. The resuslls of this study are: first, the policy implementation of financial
mamagement and accowmiability does nov wndergo sigrificamt obstacles. Bu in the case of
budget execution principals of trumsparency, accouniebility amd efficient is not optimal.
Second: factors that affect the implementation of the budget s the principie of
commaunication, there i no vommand to remove more detail, the foctors that are less
resonirce facility of comper software applications, and lengihy bureavcratic structure
Fucturs cone the disbursement of funds in addition fo the curren! Jock of Trusices fess
vhieftiv and independent in thelr assessments,

Kepwords ; fmplementation, Local Flnance

PEMGHIISHN, pertanggungawaban dan

PENDAHULUAN penguwasan keuangan  deersh, seria tats cura
Semenjak  terbiinya  Kepmendagri penyusunan  APBD, pelakssnwan tale  usaha
Nomor 59 Tahun 2007 wntang pedoman kewangan dacrah den penyu- sunsn perhitungan
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APBD, terjadi perubahan mendssar dalam
pengelalzan kevangan daerzh. Salah  sam
perubahan  tersebul adalah adanya anggeran
berbasis kimeria dan hilangnya klasifikasi
ghggaran rutin dan pembangunan,

Pemerintah  Kabupaien  Pontianak
sghagni salah wam pemerinish dacrah, dalam
rangka  meaindaklanjuti Kepmendagri
wrachut tglah menerhitken SK Bupat
Nomor 15 Tehun 2002 dan diperbahen
dengan Newmor 120 tahon 2003 tentang
Pedoman  penatsahaan dan  pelaksanazn
Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pontianak. Oalam 5K Bupati
tersebut dianur hal-hal pokok sehagai berikut:
1Y Pedoman wmum, 27 Tahap Persiapan
Pelaksanaan AFBD, 3) Tahap pelaksanaan
APBD, 4) Tahap pengendalian pelak- sanaan
APBD, 5) TPerubshan APBD dan 6)
Perhinmgan APED,

Dalsm pedoman umum angka tiga
huruf a, diatur tentang prinsip pelaksanaan
APBD, antara lain:  hemat, ndak mewah,
eitsien, etekif rerarah, berkendali, transparsn
dan akuntanbel. Permasalahar vang dihadapi
adalah implementasi prinsip pelaksansan
APBRIF tersehint belum optimal.

Bortolak  latar helakang di ams, maka
akan  melihat  bagaimana
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan

penelitian

daerah ¢i inas Pendapaian, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pontiansk dan faktor-fakior apakah yang
mempengarubi  pelaksanuan kebijakan

tersebut.  Sedangkan fupsan penelitian adalzh
untuk mendwekripsikan pelaksanaon  kebijaker
pepgelolaan keumngan daerah di  Eabupsicn
Pontianak dan untuk mengetabus faktor-fakior
yang mempengorahi pelaksanaan  kKebijakan
tersebt.  Adepun  kegumaan  penelitan
dibarapkan dapat memberikan  sumbangan
pemikiran sebagai masuksn bagi pemerintah
Kabupaten Pontianak dalam ranpka perbaikan
pelekcanaen kebijp- ken penpelolzen kevangan
dun  schapai bahsn masukan bagi penelinan
selanjuinya.

Tenri yanp mendasar penefitian  ini
adalah Giood CFovermance, [rood  Fidancial
Govermance, Manajemen Keua- ngan Daerah
dan konzep- koosep Lmplementasi Kebijakan.

Konsep Cinnd Choversgmy  merupakan
wacana vang relatif bare bagi bengsa Indonesia
Konsep imi merupakan kensep mutakhir vang
diimipor dari  hwr, dan  diperkenalkan di
Indonesia ofeh lembaga-lembaga  domor.
Terdapat beberapa lembaga vang mencoba
memberikan defenisi konsep Good Governance,
antara lein world Bank, ADH den UNDP, World
Bank menpeseng tega  indikstor vamg  perlu
diperhatikan dzlam pood governgnce, yaitu €1)
bentuk  mjim  politik, (2) proscs  dimana
kehpasaan  digunakan  dalam  mangsjemen
manajemen sumbor daye sosial dan ekonomi
bag kepentingan pombangunan, (3 kemampuan
pemerintab aotok mendesain, memfornolasikan,
melaksana- kan kebijaken, dan melak- sanakan
fungsi-fungsinya. (Sulistiyani : 2004 :27),
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Bementara itu  Asian Development
Bank (ADB) mengartikndasikan  empal
elemen penting dari goad governance yain
Aceowmtability, partici- pation, pradiciabiity,
dan  franparency.  Sedangkan  UNDP
memberikan definisi lebih eks- pansif bahwa
good governance meliputi pemerintah, sektor
swasta, dmn el osociety. UNDP
menyebutkan enam  indikalor  kesuksesan
gresirel fofel LTy B vl : {i)
mengikutsertakan semua, (2} wansparan dan
bermanggongiawab, (3) efcklif dan adil, (4)
menjamin  adamya suprerasi hukum, (5}
menjamin bahwa prioritas-prioritas politk,
sosial  dan  ckonomi  didasarkan pada
masyarakat,  dan (8)
memperhatikan kepen- tingan merckas yang

koasetisus

puling miskin dan lemah dalam proses
penpambilan keputesan me- nyangkul alokasi
sumber daya pembangnnan.

Good povernance merujuk pada tiga
pilar vaitu | public goversance merujuk pada
lemhaga-lembagz  petnerintah,  vorporals
inertjuk pada pitak
swasta/dunie usaha, dan chid society menjuk
kepada  masyarskat  madani.  Untuk
mewujudkan good governance, upaya
pembenahan pada salah satw  pilar  harus
dibarengi dengan pembenzhan berbagai pilar
lninnya secara seremsk dan  seimbang,
sedangken  ciri  utama  dalmn  good
weouataility,

Bover Rince

L Gveraarice adalah
pariicipation, dan frarsparency.

(FY']

Salsh sarn elemen penring dalam rangka
perwuiiudan good poverngnce adaluh adanya
penaclotane  keuangan  yang baik  (Good
Fimgeial  Governance),  ADB memberikan
indikator alaupun prinsip-prinsip goad financial
governance yaity (1) lrumparency of fmacial
raporting, (1) Relinhility of finacial reaporiing,
{3) Accowsing audiimge séurcdurds, (&)
strensth qf  the  accowating  ond Quditing

profession dan {5) Lepal asd regwlatory

Framework

Sementara e Saragih {2003 . 121)
mengemukakan terdapat lima prinsip  dasar
dalam pengelolsan kevangan publik vaitu : {1)
Transparansi, {2) Efsien. (3) FEfekidf, (4
Akuntabilitas dan {5) Partisipatif.

Konsep good firamcial governwnoe juga
mengilharai  dalam  pengelolaan  keuangan
dacrzh. Menurut Mardiasmo (2002 @ 105}
terdapat prinsip- prinsip utama yang mendasari
pengelolaan kegangan daergh. Prnsip-prinsip
tersebirt adalah transparansi, skantobilitas, dan
Falwa for oo,

Samentara iy World Hank dalam
Mardiasmo (2002 - 1065) menaapkan  prinsip-
prinsip pokok dalam pengengparan  dan
manajemen kouangan dasrab, antara lain @ (1)
Komprehensif dan disipiin, (2) Floksihilites, {3)
erpredikst, {4) Kejuwjuran, {5 Informasi dan {&)
Transparanst dan akuntabililas,

Untuk dapat menerapkan konsep-konsep
yang telgh diuraian di otas, perlu dilegemabkan
dalam scbuah kebijskan. Dan kebgaksn akan
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memberikan dampak ataupun basil, apabila
kebdjakan it diimplementasikun,

Menurut Webster CHetiomary
{Wahab 1997 64) to implement berari
fo provige the means for carrmting oul, 1o ghe
pratical effecr to. Sementara itu Ven Meter
dan iorm mendefenisikan implamentasi
kebijakan sehagai * those actionr by public
o privade fndividualy for groaps) thar are
directed of  aohievemend of obfeciives el
forth in prior policy decisions.

Teori vang mengkdji implementasi
kebijakan diberikan olch Brian W. Hogwood
dan Lewis A, Guon. Implementasi Rebijakan
gkant  berjalan diperiukan
persyaratan renenbn yaitu @ a) kondisi
chsttmal vang dibadapi oleh badan atau
mstansi pelaksana tidak skan menimbulkan

SCIMPUriE.

pangguan atau kendala vang serius, b) uniuk
pelaksanaan program tersedia wakw dan
sumber-samber yang cokup memadai, c)
perpadoan  sumber-spmber vang diperlukan
benar-benar fersedia, d} kebijakan yang
diimplenremtmsikan  didasard  olch  susta
hubungan kausalitas sndal, ¢} Hubungen
kausalitas berzifut langsung dan hanys sedikil
mata ranlai penghubunpnya, f) hebungan
suling Eetergantunpan harus kecil, g)
permahaman yenp mendalam dan kesepakatan
lerhadap tujuen, h) lwgas-boges diperinet dan
ditempatken dalam wralan yang fepat, dan i)
pihak- pihak yang mewakili wewenang
kokuasaan dapat menuntut dan mendapatkan
kepatuhan yang sempurna.

Varn BMeter  dan Van Harn
mengembangkan model implementas: kebijakan
yamg twrdiri dari enam varigbel, saite @ 1)
stipdar dan swssran kebijakan, 2 Sumber dava
kebijukan, 33 komunikasi antar organisasi, 4)
karikleristik badan pelaksana, 5) kondis: sosial
ekoimi dan politik. 6) sikap implementor.

Sementara ity Mazmgnion dan Sabatiar
menyarakat  bahwe  implamenmasi - kebijakan
merupa- kon fimgs dari tige ariabed yaily @ 1)
karsktcrisiik masalah, 2) stukiur manajemen
program yang tercermin dalam berbagai macam
yang mengoperasionalkan kebijakan, 3y Fakuor-
faktor diluar peraturan.

Sedangkan George O, Edward 11,
menvatekon  bahwa  implemcntasi  kebijakan
TeTupa- kan Suatu proscs vang dinamis dem
dipengaruhi oleh beberapa faktor yvang saling
berbubungan, vaitu : a) komunikasi, b} sumber
dava, ¢} disposisi dan d) strukmor birckrasi

Nalam penelitian ini. teor yang menjadi
acuarr  uterna  adaleh  Tewri  Implementasi
kehijakan dari George €. Kdward i, dengan
fokus peneiitian pada tiga variabel wama yain

komunikasi, suomber daya dan struldur
birokresi, Sedangkan pende- katan peneditian
yang digunzkan adalsh deskriptif kualitatif yvang
bersifat menerangken fenomena vang ditelii,

Drata dalam penelitian ind werdini : 1) data
primer, waitu deta vang diperolch darl hasil
wawancama dengan informan, 2) data sekunder,
vaitu data vang diperoleh dan dokumen, laporan
dar buku-buku wvang mendukung data.
Sementera instrumen penelitian adalah peneliti
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sendid, dengan  dilengkapi  panduan
wawancara  kepada &gy parson umuk

remperaleh data yang, diperiukan.

METODE
Dalam penelitian i penulis

mengmmakan jenis penelitan  Deskriptif,
Penelitian ini dikatakan bomifat deskriptif
karena berusaha dan menvoba  memberd
zombaran  secermat  mungkin  lenking
keadaan yeng diteliti. Penclitian deskriptif
i bertujuan  menpungksplan  dan
memecahkan masalah berdusarkan  fekia-
fakta lerkwmpul dan  yung nampek
sehapaimans adrnya scsusi dengan kondisi
saar penelitian ind dilak sanakan.

Informan vane dipilih dalam penelitian
1 adalah ;
1. pejahar dari Bire Kcsangan Kabupaten

Pontianak,
2. Kaspbag Keuangan‘pemegang kas pada

Unit Kerja
3. pejabat pemeriksa pada Badan Pengawas

Kabepatert Pontianak

Teknik  pengumpulan  data  yang
dipergunakan dalam ranghs penelitian
adalah schagai berkut: 1} wawancaras
mendalam, yaitu melakukan wawancara
kepada informan yang terbibat Tangsung dan
mengetahui pelaksanan kebijakan tersebut,
2y Pengamatan  bnpsung, yaitn  peneliti
terjun langsung ke lapangen dan mengamatl
secars  langsung  peleksenazn  kKebijakan
chimalksod,

Anmbizie data yang digunakan acalah analis:
tak somomis vil bentuk analisis yana lebib ring:
dan mwendalem dalam membahas suste e
gty pokok permasalahan. CHmang domaian
atau hidang yang ditonjolkan perlo dilacak
sccara  mendalam  den tennot strukmur
intertalnya.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TH
MMNAS PENDAPATAN, PENGEL{OLAAN,
KEUANGAN DAN ASET DAFRAH
KABUPATEN FONTIANAK

Dl hasil wawaneara  dengan informan
wrungkap bahwa secam proses implementasi
kehijakan  pengelolaan  keusnpan  daerah  di
Dina: Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Azct Daersh Kabupaten Pontianak berjalan
cukup lancar. Hal Inl dapar diffhat dari tahapan
pelaksanaan vang berjalan tarpa ada kendala
vang berarri MWamun dalam implementasi
prinsip-prinsip pelaksanaan APDD masih
belum  optieal, vyaitw prinsip tAnsparansi,
akuntabilitas dan efisiensi,
1. Transparansi

Pelaksanaan prinsip trensparanst  belum
optimal, karena masih adanva pengadaan
barang dan jasa yang diatur terlebth dehulu
pemenangnya, Hal ini  diungkapkan  oleh
seorang Auditor di Bawas:

“nggak ada im  ying namanya

wansparan,. semuanya sudzh di atur., di
antara  kontraktor  serdvt sudah

sepakat. bahwa itu provek ini maka
pemenang ini.. sedangkan entuk proyek
lain pemenangnya yang itu. layak
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arisan., jadi semua prosedur itu
Cuma formalims  ajs.. semus
sudeh di acur”

Dalam implementasi dan penerapan
kebijekan pengelolaan keuangan dacrah telah
diatur  tentang  petunjuk  menpenai
penatausahsan  dan  pelaporan  kevangan.
Namun, deri prosss ponyusunam anpgaran
helanja daerah pemerintzh  Kabupaten
Pontianak  terdapat beberapa  Kelemahan
antara lain
|. lemahnya Dinas'instansi akan prioritas

kebutuhannya dan ketidaktahuan

pedonran harpa barang dan keputusan
bupati linnya.

I

Lemahnva kuglitas proses  penyusunan

angparan  dan  lemahnya  keverkaiian

aptara  kebijekan.  perencanaan  dan
penganggaran seperti hanyakova provek-
provek yeng muncul menjelang tutup

Lalin enggarnn.

3. Masih panjarangnys jatur irokrasi dalam
proses penyusunan anggaran. Hal ind
tarlibat dari apa weup telab menjadi
kesepakatan di tinpkat drerah belam
mempakan hasil Aoe! karena anggaran
vang diajpkan lersebut masih  harus
disergjui  oleh Llngka: pemerintah di
atasnya. Panjangnva proses ini seringkali
memunculkan jenis anggaren yang tidak
sesuni dengan skala prioritas deerah.

4. Prnses  penyusman  APBD  belum

didasarkan pada potemsi  yang ada

sehingga penetapannya hanya didasarkan

realisasi, 1awar menawar dan perkiron-

perkiraan, Target pencrimasn  Jietaphan
hamva berdasarkan realisssi angesren taiton

sehelummya,

. Stemdar herpn vang digjeken dinas melalui

DUK masih berdasarkan dun coba-coba
karena penggunaan sandar harga yang dapat
(dijalikan pedoman penelapen  anggaran
belanja  matin suats  unit kerja  belum
dimanfaatkan  secara  optimal  karena
kohuorarg lehuan, schinggn memperlambar
proses penvusunan, Anggaran helanja rurin
vang digunekan kadangkaia terjadi umpang
tmcbh dengan anggaran belanja
pembangunan  sebage:  akibat  sumber
angearan yang bdak jelas.

. Proses penyusuman anggaran  belanja

pembangunan  sebagian  besar  didasakan
pada sam penyusuman anggaran schingpa
grit  orgamisasi  vang  diserwhi lugas
mengelola proyek tersebul behim  dapat
memahami secarn jelas pole dan joan
pelaksanman  proyek  terscbut.  Belanja
pembangunan yang dipakai kadangicala tndak
berdasarkan pada karakteristik oasing-
masing daerab namun hanya menggunakan
pola dan bentuk pthak eksekubif sebapai
pelaksana pemerintah.

. Peranan  enpgota DPRD dalam proses

penyusunan anpggaran belom dimelal dan
owal, teapt dimulal dari hasit draf yvang
disusun aleh pihak  eksekutif  sehingga
permasalahan anggaran yang dihadapi tidak
dikuasi denean baik.

. Penctapan {arget oleh para anggola DPRD

masih berdasarkan persepsi dan perkiraan-
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petkiraun  karena  belum  mengetahui
potensi dari masing-masiip narasumber
penerimaan. Terhadap anggaran belanjae
rutin den pora sepgota DPRD belum
dapat  memshami  permasalaban  yang
dihadapi oleh masing-masing unin kerja,
schingga pengurangan dan penambahan
anggaran belum didasarkan padz data-
data yang sebemamya. Kemungkinan
teriadinva aferfimpicing dan
wrderfinancing dalam angparan belanja
belum diketahui.

9. Dalam pembahasan anggaran belanja
rutin smaupun belanjs permbangunsn pas
SKPD dan anppota DPRD belum
memiliki  pengetabuan yang  cubup
tentane,  dampak  elatemalitasnya dani
sugtu kegiatan provek, sshingga kegiatan
dan provek vang disemjoi belum tenfo
efiesien,

Seperti lclah dijelaskan di alas bahwa
melihat bagaimane pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Poaotianak dari setiap
SKPD yveng ada denwan perdekatan azas
umum pengelolaan keuangan daerah vamg
terdiri dert sepuluh indiketor, vaimu terab,
taat pada peramran perundanpg-undangan,
efektif, ofisien, ekonomis, (ransparan,
bertanggengjawab,  keadilan,  kepatufan,
manfaar uwntik masvarakal Dan  zefiap
masing-masing ndikator fidak sepermihnye
berjalan denpan baik, kesemuanys Hdak
terlepas dan hambatan dan permasalaban,
dimana kepertingan adakalanya berlawanan
antara pihak elsebutif dan iegislatif sehingga

bendampak pada lambannys proses peneiapan
kchijakan pengelolaan keuangan daerah varg
selajutnye juga ghun mempengaruhi lancamya
koegigtan pembsngunan di dasrmh  Kabupaten
Punitiznak,

Lebih lanjur. dapat disimpulkan  bahwa
peramusan APBT} yang dimuolai deri proses
perencanaan,  pelakeanasn sampai pada
pertangpujawaban kebijakan
keuangan daersh yang memang harus melalui

merupakan

proses vang panjang karena pemerintah daerah
ditamiut  untuk  melakukan  penataysahaan
keuangan, penyusunan laporan dan mekanisme
dan  evaluasi  karenz hal im dibarapkan
kebocoran  angparan  dan  prakick-prakiek
korupsi dapal diminumalisir,

Dalewm penpelolsnn kepmmpan Jaetab telah
dintur petunjuk teknis mengensi penatagsahadan
kengngan dan penvusunan faporan keuanpun
namun hal yang menjadi permuaalzhan Kiasik
dimane peraturan pengelolaan kouangan dacrah
terus mengalami perubahan, terzkhir dengan
dikeluarkannya Pemendagri oo 39 Tahun
2007 schingga  dibutuhkan  pemahaman
mendaser dan teknis dan sehwuh  pejabat
Kabuputen  Pontiamak  demgan  sistem
pengeiolaan keduanpgan dacrah vang baru.

2, Akuniabilitas

Dalam pelaksanaan prinsip  akuniabilites
uge belum berjalen optimal, kerena permbuatan
5P} banyak rekayasa dan belum mencerminkan
peéngeimaan dana yang sebenarmya Hal ini
dapat dibaca dari jawaban informan berikut ini:
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" Yang namanva SP]  staupun
laporan it kan di ales Kertas mas.
jadi va dapat di anureatar mas.
apa sih yonp napak hisa diator di
Indonesis ini... kalau menurul saya
gkuntabilitas i Ya penggunaen
drna yang benar secame prosedur,
benar secara sdministrasi dan secara
fisix barang yang di beli itu ada...
dan i hisa dibuktikan dengan
pemeriksaan... kalau Cuma lihal
SPS ya jelas bagus-bagus, "

Dari penefitian yang b dilakokan,
ketika  melakukan  wawancara  kepada
informan  bahwa  proses  perencanaan
anggaran yang dilakukan  pemerintah
Kabupaten Pontianak tidek tcriepas dan
hambatah dan permasalahan  dilapangan.
Dimana berhagal kepentingan saling bertolak
belakang antara  pihak  eksskutif  dan
legislatif sehingga dapat berdampak pada
lambannya proses penstapan  kebijakan
keuanoan  deersh vang selanjuimyva  akan
mempengamibi kepistan pembangunan dan
pelayanan di daerah ini.

Berkaitan dengan proscs  peoyusunan
anggaran, pelaksanaan  peranggzujawaban
kebijakan pengelolaan kevangan  daerah
ditangal oleh Bendabara Umom Dacreh
sebagail bertiut ;

“Dari awal ksmi mehhel balrws

penetapan APBD sebagai bagian dari
kebijakan pengelolaan keuanpan daerah
vang merupakan hel vang aangal ukgen,
sebab dari sini ki akan bergerak
membangun  Kabupaten Fontianak
berdasarkan angpgaran yog sehat, efekdif
dan efishers. Tetapi hal lain vang tidak
kalah  pentingnya  adalsh  lentang
bageimena penaladisahaan  Kewangan,
bagaimana menyusun laporan  dan
bagaimana mekanisme pengawasan dan

gvalvasi karena hal ini diharapkar supasa
lnduk terjadi  kebocoran  anpiamAn dan
praktek-praktek korpsi dapat dihindarkan
arau diminimalisir”

3. Efislea

Malam pelaksanaan prinsip efisien
juga helum berjulan secara optimal, karena
masifl banyak pengadean barany dan asa
yang di mark wp harganya. Setain it ferdapa
pala pengadsan yang TkGF feake petikan
jewiahan dari seatang informan,

“Termuan kami yang tetbanyak ita.. va
mark up harga., jadi meowu pendapal

saya prinsip efisiensi im  belum
dilaksanakan.., memang betel ada
standar  harga.. tapi hanvak
hargonya kadangkaln jauh di atas harpa
di leran bahkan moungkin dapat dua. .,
dan tidak seluruh barang itu ada hoarga
smndamya”

Nalam faktor komunikasi terdepat  hal-hal
sebapai  faktor pendorong, maupun  tfaktor
penghambat  terhadap implementasi kebijakan
pengeiolaan  kewangan deerah di  Dinas
Pendapatan, Pengeiclaan Kevangan dan Aset
Duerah Kabupaten Pontianak. Faktor perdorong
tersebut adalah

“1) adanya sosialisasi. 2) penyampaian
informasi vang berjalan lancar, 3)
adanyas keragaman dalam  saluran

komwnikasi, 4) lerdzpal  kopsistensi
dalam penvampaizrn  pesan/periniah
kebijakan, Sedanyhan faktor
penghambat adgiah beiwn ade aturan
yang sevura noci menjelzskan prinsip-
prinsip pelaksanaan  APBD,  beserta
aturan pelaksanaminys.”

Dralam faktor sumber daya jusa terdapat hat-
hal sebagai fuktor pendorong. dan hal-hal
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sebagai fakior penghambat, Adspun hal-bal
sehagai fakior pendorong adulah 1) adanya
sumber dava swaf yang cukup memadai, 1)
Adanya informasi yang cukup dan laswenr,
3)  adanya fasilitas pendukung scpetti
ruangan ber-AC, meja hrsi, ATk JH. 4}
adanva  usahe untuk  mengembangkan
sumber daya manusia ke depap. Sedangian
faktor penghsm- batnya adalah  belum
adanya aplikasi software komputer untuk
pembuatan  RASK, DASK. 5P dan
sehagainya.

sialain faktor di stas, faktor laln yang
berpengaruh adalah fakior strukiue birokrasi.
Dalem  fakior  inl jugs terdapat faktor
pendurong dun faktor penghambat. Adapun
faktor pendorungnya adalah 1) adanya
kejelasan  penbagian  kewenangan - aniar
pelaksana kebijakan. 2) adanyz kejela- san
prosedur peliksanaen kebijakan, 3) adanya
ketja sama yang terjalin antar pelaksana, 4y
adanya koor- dinasi yang baik  anfar
instamsi  peluksana.  Sedang-  kan  fukior
penghambawya  adalah  permoma adurya
jalur birokrasi yang teriatu panjang dulam
pencairan dana pengisian kas (PK). keduo
Sruktur Bawasda yang berada di buwah
Bupati tidak memungkinkan bawnsda
bersikap obyektif dan independen dalam

melakikan pemeriksann.

PENUTUT
. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah
diuraikan, maka dalam tulisan ini dapat
ditarik simpulan setmpai berikut |
a. Delaksanasn  kebijakan pengelolaan

keuangan dacrab Kabupaten Pantianak
herjalan cukup lancar.  Hal ini dupa!
dilihat  dam  proses  tahapan
pelaksanaan yang tidak  mengakami
kendala yang berarti. Mamun dalam
implementasi prinsip=prinsip
pelaksanzan APBD masih  berjalan
balum oplimal. Ketidakransparanan
ity dapac dilihal dan pemgatoran
pemenang tender. Sedang dari prinsip
akuntabilitas  adalah  banyakmya
pembugtar  SPJ yang  direkayasa.
Sedangkan dari sudut efisiensi adalah
masih adanye mark up harga dalam
pengadagn harang dan  jusa, biahkan
pengadazn fikrif witlaupin
prosenipserya kecil,

b. Faktor-fakior  vapg  berpengaruh
terhadap  implementasi  kebijakan
pengelolann keuangan daeruh
Kahupaten Pantianak adalal
komunikasi, sumberdava, swukier
Lirckrasi. Faktor komunikasi, hal vang
paling meng- hambat adalah belum
adanya atursn penjelas yang rinci
tentang peluk- sanaan prinsip-priasip
APBD. Fakior sumber dava, hal yong
dirasakan cukup menghambat adalah
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tidak tersedianya software aplikasi
komputer.  Sedanekan  faktor
struknury birokrasi, hal yvang paling
menghambat
birokrasi dalam pencairan dana dan
kurang objektif dan indpendensi
badan pengawas.

2, Saran

Dari simpulan di atas, maka saran vang

penulis ajukian adalah ;

a.

Perlu diterbitkan amuran penjelas
yang memberikan penjelasan lebih
rinci lentamg  prinsip-prinsip

pelaksanaaan APBD,  beseria
aluran pelaksanasnnya

Perlu  dibangon  sistemn aplikasi
komputer, dalam rangka

pembuatan  BASK, DASK, SPI
dan {aporan lainnya.

Dalam rangka memperpendek
birckrasi pencairan dana, maka
perlu dikurangi waktu verifikast
5P, mau menggabongkan Bagian

Verifikasi dengan Bagian
Perbendaharaan.
Perlu kirsnys, dipikrkan  agar

struktur Bawasda tidak berada i
bawgh Bupati, tctapi
badan otonom.

menjadi

adaiah  panjangnya
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